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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan overspel menurut hukum pidana positif dan hukum
pidana Islam serta mengkaji sanksi bagi pelaku overspel sesama jenis berdasarkan hukum pidana Islam.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap KUHP lama, KUHP baru (Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023), literatur figh jinayah, Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama. Data
dianalisis secara kualitatif menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP
lama, melalui Pasal 284, mengatur overspel secara terbatas dan tidak mengakomodasi hubungan
sesama jenis. Sementara itu, KUHP baru melalui Pasal 411 dan Pasal 412 memperluas pengaturan zina
dan kohabitasi di luar perkawinan dengan rumusan lebih netral yang berpotensi mencakup hubungan
sesama jenis. Dalam hukum pidana Islam, hubungan sesama jenis dikategorikan sebagai liwat atau
musahaqah yang dilarang. Sanksinya dapat berupa hudud atau ta’zir, bergantung pada jenis perbuatan
dan terpenuhinya syarat pembuktian, demi menjaga kehormatan, keturunan, dan ketertiban
masyarakat.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Overspel, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana, Sesama Jenis

ABSTRACT

This study aims to analyze the provisions regarding overspel (adultery/extramarital sexual relations)
under positive criminal law and Islamic criminal law, and to examine the sanctions for same-sex overspe/
according to Islamic criminal law. The research employs a normative legal methodology, utilizing both
statutory and conceptual approaches. Data were gathered through a literature review of the former
Criminal Code, the new Criminal Code (Law Number 1 of 2023), figh jinayah (Islamic criminal
Jurisprudence) literature, the Quran, hadith, and the opinions of Islamic scholars (ulama). The data
were analyzed qualitatively using deductive reasoning. The findings indicate that the former Criminal
Code, under Article 284, regulates overspel in a limited manner and does not encompass same-sex
relations. Conversely, the new Criminal Code, through Articles 411 and 412, expands the regulation of
zina (adultery) and cohabitation outside of marriage using more neutral language, which potentially
includes same-sex relations. In Islamic criminal law, same-sex relations are categorized as liwat (male-
male sexual acts) or musahagah (female-female sexual acts), both of which are prohibited. Sanctions
may take the form of hudid (fixed penalties) or ta ‘zir (discretionary penalties), depending on the nature
of the act and the fulfillment of evidentiary requirements, with the objective of safeguarding honor,
lineage, and public order.
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INTRODUCTION

Perkembangan sosial dan budaya di era modern menghadirkan tantangan baru
bagi sistem hukum, khususnya hukum pidana Islam, dalam menghadapi fenomena
perilaku seksual di luar norma agama. Salah satu isu yang memunculkan diskursus
adalah overspel atau perzinaan, yang dalam konteks hukum pidana Islam secara
umum diartikan sebagai hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah.
Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika melibatkan hubungan sesama jenis,
yang dalam figh jinayah dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan
syariat, baik dari sisi moral maupun hukum. Perubahan pola pikir sebagian masyarakat
terhadap orientasi seksual turut menimbulkan perdebatan tentang bagaimana hukum
pidana Islam mengatur dan menanggapi kasus semacam ini.

Syarat untuk perbuatan dikatan sebagai overspel yaitu apabila telah terjadi
hubungan kelamin antara pria dan wanita. Persetubuhan overspe/ dilakukan dengan
lawan jenis antara lelaki dan wanita sebagai bentuk penodaan terhadap ikatan
perkawinan (Bahiej, 2003). Menurut Simons, diperlukan persetubuhan yang selesai
antara pria dengan wanita agar perbuatan tersebut masuk dalam tindak pidana
overspel (Lamintang, 1990).

Pada era dewasa ini, overspel tidak hanya dilakukan oleh pria dan wanita
dengan lawan jenis. Overspel dilakukan dengan sesama jenis, seperti yang terjadi
Bekasi dimana menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terdapat
peningkatan jumlah penderita HIV/Aids yang disebabkan oleh overspel/ sesama jenis,
persetubuhan tersebut dilakukan antara pria dengan sesama(Detik news, 2019).

Jumlah peningkatan terjadi sepanjang 2019 dimana para pria tersebut
merupakan suami yang mempunyai istri. Para suami tersebut melakukan
persetubuhan dengan sesama dengan berbagai alasan seperti jauh dari istri maupun
ingin mencoba sensasi baru(Detik news, 2019). Pada kasus tersebut kerugian dialami
oleh istri dari pria yang melakukan persetubuhan sesama jenis tersebut, akibat dari
persetubuhan sesama jenis dapat menyebabkan tingginya resiko tertular penyakit
seksual.

Kasus serupa mengenai overspel sesama jenis terjadi di Kota Bogor yang
menjadi penyebab bertambahnya angka perceraian di Kota Bogor(Baiquni, 2020).
Dalam kurun waktu dua bulan, enam orang istri telah menggugat cerai suaminya
dikarenakan diketahui melakukan overspe/ sesama jenis(Baiquni, 2020). Pada
kesempatan yang sama, empat orang suami menalak istrinya yang melakukan overspe/
dengan sesama perempuan. Ketua Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia Prof Dr Euis
Sunarti mengatakan, overspe/ sesama jenis menyebabkan keresahan dimasyarakat
seperti yang terjadi Kota Bogor (Baiquni, 2020).

Penyimpangan seksual ini merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab
perceraian. Dengan prilaku menyimpang tersebut dapat berdampak luas terhadap
masyarakat, karena keluarga merupakan bagian kecil dari masyarakat. Maka diperlukan
aturan hukum yang jelas untuk melindungi suami maupun istri yang menjadi korban
dari overspel sesama jenis.

Overspel sesama jenis tersebut merugikan suami maupun istri yang menjadi
korban. Seperti pada kasus di Bekasi mengakibatkan kerugian terhadap istri yang
rentan terkena penyakit seks menular maupun berdampak pada psikologi
korban(Kementrian Kesehatan, 2020). Hubungan kelamin sesama jenis lebih rentan
terkena virus HIV Aids. Penderita AIDS sangat rentan terhadap berbagai macam jenis
infeksi karena menyerang system kekebalan tubuh(Suhaimi et al., 2009).

JOLS: Volume 3, Nomor 4, Tahun 2026 220


https://el-emir.com/index.php/jose

Journal of Legal Sustainability (JOLS) PN amﬁss
Homepage: https://el-emir.com/index.php/jols

Fenomena overspel, sebagaimana diatur dalam hukum pidana positif Indonesia
pada Pasal 284 KUHP, merujuk pada perzinaan yang dilakukan oleh orang yang sudah
terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain di luar hubungan tersebut. Dalam
konteks ini, overspel hanya dapat dikenai sanksi pidana apabila memenuhi kriteria
tertentu, seperti adanya pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan. Namun,
pengaturan ini masih bersifat sangat terbatas dan tidak mengakomodasi berbagai
bentuk pelanggaran kesusilaan yang berkembang di masyarakat, termasuk overspe/
yang dilakukan dalam hubungan sesama jenis yang kini semakin muncul sebagai
perhatian hukum dan social.

Di sisi lain hukum pidana Islam (figh jinayah) memberikan perhatian yang lebih
luas dan mendalam terhadap perilaku zina dan overspel, yang dipandang sebagai
perbuatan haram yang merusak tatanan moral dan sosial. Dalam perspektif hukum
Islam, overspeltidak hanya dilihat dari sisi tindakan fisik saja, tetapi juga dari dampak
negatifnya yang luas terhadap keharmonisan keluarga dan masyarakat. Hal ini
menjadikan pengaturan hukum pidana Islam relevan untuk dikaji dalam menghadapi
fenomena overspe/dengan pasangan sesama jenis, yang dalam ajaran Islam dianggap
sebagai perilaku menyimpang yang harus mendapat sanksi tegas.

Kasus-kasus overspel/ dengan sesama jenis yang muncul di berbagai daerah di
Indonesia, seperti Bekasi dan Bogor, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak
untuk pembaharuan dan penegasan aturan hukum yang mengatur hal ini. Dampak
yang ditimbulkan, mulai dari risiko kesehatan seperti penularan HIV/AIDS hingga
kerusakan psikologis dan sosial bagi korban, terutama istri dari pelaku, menimbulkan
keresahan yang meluas di masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang
jelas dan sanksi yang tegas diperlukan sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai
moral dan melindungi hak-hak korban dalam ranah hukum pidana Islam maupun
hukum pidana positif Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pengaturan tindak pidana
perzinaan dalam hukum pidana positif Indonesia maupun perspektif hukum pidana
Islam. Penelitian-penelitian tersebut menjadi landasan untuk memahami konsep
overspel, perkembangan pengaturan delik perzinaan, serta dasar pemidanaan dalam
hukum Islam. Meskipun demikian, kajian mengenai overspel yang dilakukan oleh
pasangan sesama jenis, khususnya ketika pelakunya telah terikat dalam perkawinan
yang sah, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dari perspektif hukum pidana
Islam. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji ketentuan overspe/ menurut hukum
pidana positif dan hukum pidana Islam serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap
sanksi bagi pelaku overspe/ dengan sesama jenis.

Penelitian Bahiej, (2017) membahas pengaturan tindak pidana overspel/ dalam
hukum pidana positif Indonesia, khususnya mengenai persetubuhan yang dilakukan
oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan orang lain. Penelitian tersebut
menjelaskan bahwa pengaturan overspe/ dalam KUHP lama memiliki batasan tertentu,
baik dari segi unsur perbuatan maupun pihak yang berhak mengajukan pengaduan.
Selanjutnya, (Z. et al., 2023) mengkaji perkembangan pengaturan delik perzinaan
dalam rancangan KUHP, terutama mengenai perluasan cakupan perbuatan zina dan
perubahan ketentuan pengaduannya.

Sementara itu, Candra & Nadhiva, (2020) membahas perbedaan konsep
overspel dan zina serta tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum pidana Islam,
termasuk pembedaan ketentuan hukuman berdasarkan keadaan pelaku. Ketiga
penelitian tersebut memberikan landasan untuk memahami pengaturan perzinaan
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dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, baik dari aspek unsur perbuatan,
perkembangan kebijakan hukum pidana, maupun dasar pemidanaannya.

Berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung membahas delik perzinaan
secara umum dan tujuan pemidanaannya, penelitian berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana
terhadap Overspel/ dengan Sesama Jenis dalam Hukum Pidana Islam” secara khusus
mengkaji persoalan overspel yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis, terutama
ketika pelakunya telah terikat dalam perkawinan yang sah. Penelitian ini diarahkan
untuk menganalisis ketentuan overspe/ menurut hukum pidana positif Indonesia dan
hukum pidana Islam, sekaligus mengkaji tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi
bagi pelakunya. Fokus tersebut penting karena konsep overspe/ dalam KUHP lama
memiliki unsur yang berbeda dari perbuatan seksual sesama jenis dalam kajian figh
jinayah, sehingga keduanya perlu dibedakan secara cermat. Oleh karena itu, penelitian
ini diharapkan dapat melengkapi kajian sebelumnya melalui analisis terhadap batasan
pengaturan hukum positif, konsep perbuatan dalam hukum pidana Islam, serta dasar
penentuan sanksi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai kontribusi akademis dan praktis
dalam memperjelas ketentuan hukum yang mengatur overspe/ dengan sesama jenis,
yang hingga kini masih menjadi celah hukum dan menjadi perdebatan norma sosial.
Dengan meninjau dari perspektif hukum pidana Islam, penelitian ini berharap dapat
memberikan solusi normatif yang komprehensif dan sistematis, sehingga dapat
menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan hukum dalam merumuskan regulasi yang
lebih adil dan efektif mengatasi permasalahan sosial hukum tersebut.

METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis
normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-
undangan, teori- teori hukum, dokumen-dokumen hukum dan pendapat ahli hukum
yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji (Ali, 2016). Sifat dari penelitian
ini adalah deskriptif analisis. Bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini
diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan
yang akan diteliti. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan
sumber data sekunder. Sumber data primer terdiri dari Alquran dan hadis serta Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, sementara sumber data sekunder atau sumber data
pendukung terdiri dari buku-buku jurnal, karya ilmiah dan literatur kajian lainnya serta
peraturan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan metode /ibrary research (studi kepustakaan.
Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan
maksud untuk memproleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan
mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan bahan
tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian,
Data yang berhasil dikumpulkan akan diolah secara sistematis dan di analisis secara
kualitatif.

RESULT AND DISCUSSION
OVERSPEL

Dari berbagai terjemahan KUHP di berbagai buku refrensi, para pakar hukum
Indonesia berbeda pendapat mengenai penggunaan istilah pengganti dari overspel.
Hal ini dikarenakan bahasa asli yang digunakan dalam KUHP adalah bahasa Belanda.
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Ada pendapat yang menggunakan istilah zina. Sedangkan pendapat lain menggunakan
kata istilah mukah atau gendak. Hal ini tampak dalam terjemahan KUHP hasil karya
Moelyatno, Andi Hamzah, R. Soesilo, Soenarto Soerodibroto atau terjemahan KUHP
dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman. Menurut Van
Dale’s Groat Woorden Boek Nederlanche Taag kata overspel berarti echbreuk,
schending ing der huwelijk strouw yang berarti pelanggaran terhadap kesetiaan
perkawinan (Santoso, 2021).

Menurut Noyon Langemayer yang menegaskan bahwa overspel: kanaller door
een gehuwde gepleegd woorden deangehuwde met wie het gepleegd wordt is volgent
de wet medepleger, yang artinya perzinaan hanya dapat dilakukan oleh orang yang
menikah, sedangkan orang yang tidak terikat pernikaan dalam perbuatan itu adalah
turut serta (medepleger) (Santoso, 2021).

Ketentuan Tentang Overspe/ Menurut Hukum Pidana Positif

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, zina (overspel) diatur
dalam pasal 284 dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik
kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang
merupakan kejahatan (zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan
cabul dan hubungan seksual, pasal 284 dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis
pelanggaran (mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno,
pasal 532-535). Oleh karena itu, melihat ketentuan pasal 284 sedemikian rupa, maka
overspel yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah:

1. Persetubuhan dilakukan oleh mereka yang sudah menikah saja. Apabila pasangan
ini belum menikah kedua-duanya, maka persetubuhan mereka tidak dapat
dikualifikasikan sebagai overspel, hal ini berbeda dengan pengertian berzina yang
menganggap persetubuhan antara pasangan yang belum menikah juga termasuk
di dalamnya.

2. Pasangan yang disetubuhi, yang belum menikah hanya dianggap sebagai peserta
pelaku (medepleger). Dengan demikian apabila pasangan yang disetubuhi telah
menikah juga, pasangannya tersebut dianggap bukan sebagai peserta melainkan
sebagai pelaku.

3. Persetubuhan tidak diizinkan oleh suami atau pun isteri yang bersangkutan.

Dengan demikian maka tidak dapat dikatakan overspel, jika persetubuhan itu
direstui oleh suami atau istri yang bersangkutan, maka itu bukan termasuk overspe/
(Sahetapy & Reksodiputro, 1989). Sistem pembuktian delik perzinahan sama dengan
delik-delik yang lain, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus (Z. et al.,
2023). Artinya, sistem yang digunakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) (Nata & Ain, 2015). Alat bukti yang digunakan dalam
membuktikan adanya perbuatan zina ini seperti alat-alat bukti yang telah diatur dalam
Pasal 184 KUHAP, yaitu:

a. Keterangan saksi.

b. Keterangan ahli.

C. Surat.

d. Petunjuk.

e. Keterangan terdakwa.
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Ancaman hukuman bagi pelaku perbuatan zina dalam Pasal 284 KUHP adalah
pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan. Perumusan ancaman pemidanaan
seperti tersebut diatas dapat ditarik pemahaman bahwa KUHP mengkualifikasi delik
perzinahan ini sebagai delik yang mempunyai bobot sangat ringan, sehingga hanya
diancam pidana penjara maksimum 9 (sembilan) bulan (Z. et al., 2023). Dalam Pasal
284 KUHP dijelaskan Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan
apabila:

a. Pertama Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal
diketahui bahwa Pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya seorang wanita yang telah
kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUH Perdata
berlaku baginya.

b. Kedua Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya
bahwa yang turut bersalah telah kawin. Seorang wanita yang telah kawin yang turut
serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut
bersalah telah kawin dan Pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya.

Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang
tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 KUHPerdata, dalam tenggang
waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai, atau pisah meja dan ranjang karena
alasan itu juga. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75 KUHP.
Berdasarkan Pasal 284 KUHP tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan
syarat mutlak bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan diluar nikah untuk dikatakan
suatu tindak perzinahan. Maksud dari Pasal 284 hanya mengancam laki-laki dan
perempuan yang telah kawin, sedangkan bagi yang belum kawin yang melakukan
persetubuhan diluar perkawinan, tidak diancam oleh Pasal ini. Ayat kedua menjelaskan
bahwa perzinaan merupakan delik aduan absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila
tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dimalukan.

Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan
belum dimulai. Jika bagi suami/istri berlaku Pasal 27 KUH Perdata, pengaduan tidak
diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum
putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. Mengenai Pasal
ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan
yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan
atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya.

Supaya masuk Pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka
sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Sehingga apabila merujuk
pada ketentuan KUHP yang berlaku saat ini, terdapat 4 (empat) syarat agar seseorang
dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan zina, yaitu: melakukan persetubuhan
dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau bukan istrinya. (Orang ini tidak
harus telah menikah) dirinya tidak tunduk pada Pasal 27 KUH Perdata.

Pasangannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada Pasal 27
KUHPerdata, diketahuinya bahwa pasangannya melakukan persetubuhan itu telah
bersuami atau beristri, dan berlaku ketentuan Pasal 27 KUHPerdata berlaku bagi
pasangannya bersetubuh itu. Apabila dicermati lagi, ketentuan perzinaan dalam KUHP
yang berlaku saat ini bertujuan untuk mengkriminalisasi pelaku perselingkuhan di
mana salah seorang atau kedua pelaku persetubuhan itu merupakan orang yang sudah
terikat dengan ikatan perkawinan sebelumnya. Selain itu Pasal 284 KUHP adalah
merupakan delik aduan absolut yang tidak memungkinkan perbuatan itu dipidana Jika
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tidak ada yang mengadukan dari pihak yang dirugikan (suami atau istri yang dikhianati

pasangannya) dan, selama perkara itu belum diperiksa dimuka pengadilan. maka

senantiasa pengaduan itu dapat ditarik kembali.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 284 KUHP, overspel sesama jenis tidak
termasuk dalam cakupan pengaturan karena pasal tersebut secara tegas hanya
mengatur hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, di mana salah satu atau
keduanya terikat perkawinan. Dengan kata lain, hubungan seksual yang dilakukan oleh
pasangan sesama jenis, meskipun salah satunya berstatus menikah secara sah, tidak
dapat dipidana sebagai overspe/ menurut KUHP yang berlaku saat ini. Kondisi ini
menimbulkan celah hukum karena perbuatan tersebut tetap berpotensi menimbulkan
kerugian bagi pasangan sah, baik secara psikis, sosial, maupun kesehatan, tetapi tidak
memiliki dasar hukum pidana positif untuk dijerat.

Dalam KUHP baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023, pengaturan mengenai perbuatan zina mengalami perluasan dibandingkan
dengan KUHP lama. Hal ini tercermin dalam Pasal 411 yang memuat ketentuan sebagai
berikut:

a. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau
istrinya dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau
pidana denda paling banyak kategori II.

b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan
kecuali atas pengaduan suami, istri, atau anaknya bagi pelaku yang telah kawin,
atau orang tua atau anaknya bagi pelaku yang belum kawin.

c. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) tidak berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

d. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum
dimulai.

Rumusan ini menunjukkan perbedaan mendasar dengan KUHP lama (Pasal
284), karena tidak lagi membatasi pelaku zina pada hubungan antara laki-laki dan
perempuan saja. Pasal ini menggunakan frasa netral "setiap orang" dan "orang yang
bukan suami atau istrinya", sehingga secara implisit dapat mencakup hubungan
sesama jenis, sepanjang memenuhi unsur “persetubuhan” yang dimaksud. Artinya,
jika pelaku overspel sesama jenis memiliki pasangan sah secara hukum (perkawinan
heteroseksual) dan melakukan hubungan seksual di luar perkawinan, maka dapat
dipidana berdasarkan pasal ini, dengan tetap memperhatikan sifat delik aduan absolut.

Selain itu, Pasal 412 KUHP baru memperluas kriminalisasi terhadap kohabitasi
(living together) di luar perkawinan. Pasal ini menyatakan: Setiap orang yang hidup
bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori I1.

Ketentuan Pasal 412 ini, meskipun tidak secara eksplisit menyebut hubungan
sesama jenis, tetap berpotensi digunakan untuk menjerat pasangan sesama jenis yang
hidup bersama layaknya suami istri di luar perkawinan, jika terdapat pengaduan dari
pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk melapor. Dengan demikian, KUHP baru
secara normatif memberi ruang yang lebih luas bagi penegakan hukum terhadap
perilaku seksual di luar perkawinan, termasuk overspel/ sesama jenis, yang sebelumnya
tidak terakomodasi dalam KUHP lama.
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Tinjauan Hukum dan Sanksinya Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru Terkait
Overspel Sesama Jenis

Tabel 1. Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru

Aspek

KUHP Lama (Pasal 284)

KUHP Baru (Pasal 411 & 412)

Lingkup Pelaku

Hanya berlaku untuk laki-laki
dan perempuan yang salah
satunya atau keduanya telah
menikah.

Berlaku untuk “setiap orang” tanpa
membedakan jenis kelamin,
termasuk potensi hubungan sesama
jenis.

Syarat Pemidanaan

Salah satu atau kedua
pelaku harus sudah
menikah.

Tidak mensyaratkan salah satu
pelaku sudah menikah, tetapi tetap
harus ada unsur “persetubuhan
dengan orang yang bukan suami
atau istrinya.”

Status Pasangan

Pasangan sesama jenis tidak
diatur dan tidak dapat
dijerat.

Pasangan sesama jenis dapat
dijerat jika memenuhi unsur
persetubuhan dan ada pengaduan.

Delik aduan absolut, hanya
bisa diproses jika ada

Tetap delik aduan absolut (Pasal
411 ayat 2 dan Pasal 412 ayat 2),

Jenis Delik pengaduan dari suami atau | tetapi diperluas pihak yang bisa
istri yang sah. mengadu.
Pasal 411: maksimal 1 tahun
penjara atau denda kategori II;
Pasal 411 ayat (4) untuk korban
Sanksi Maksimal 9 bulan penjara. belum dewasa: maksimal 5 tahun

penjara; Pasal 412: maksimal 6
bulan penjara atau denda kategori
II.

Berdasarkan perbandingan di atas, terlihat bahwa KUHP baru memberikan

perluasan yang signifikan terhadap delik zina (overspel). Jika KUHP lama secara tegas
membatasi perbuatan overspe/ pada hubungan antara laki-laki dan perempuan yang
salah satunya telah menikah, KUHP baru mengadopsi rumusan yang bersifat netral
terhadap jenis kelamin pelaku, sehingga secara normatif dapat mencakup hubungan
seksual sesama jenis.

Selain itu, pengaturan dalam Pasal 412 mengenai kohabitasi di luar perkawinan
memberi landasan hukum baru untuk menindak pasangan yang hidup bersama tanpa
ikatan perkawinan, termasuk pasangan sesama jenis, apabila terdapat pengaduan dari
pihak yang berwenang. Perubahan ini menutup celah hukum yang sebelumnya
terdapat dalam KUHP lama, meskipun tetap mempertahankan sifat delik aduan absolut
yang mengharuskan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan sebelum proses
hukum dapat dimulai.

Dalam hukum pidana positif Indonesia, pengaturan mengenai sanksi bagi
pelaku overspel/ sesama jenis mengalami perkembangan seiring berlakunya Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023. Pada KUHP lama, ketentuan zina dalam Pasal 284 hanya mengatur
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persetubuhan antara laki-laki dan perempuan apabila salah satu atau keduanya telah
terikat perkawinan. Akibatnya, perbuatan overspe/ sesama jenis tidak dapat dikenai
sanksi pidana karena tidak memenuhi unsur delik yang diatur dalam pasal tersebut.

Perubahan mendasar terlihat dalam Pasal 411 KUHP baru yang merumuskan
zina sebagai persetubuhan antara “setiap orang” dengan orang yang bukan suami atau
istrinya. Rumusan ini tidak lagi membedakan jenis kelamin pelaku, sehingga secara
normatif memungkinkan pemidanaan terhadap overspe/ sesama jenis. Terhadap
perbuatan tersebut, pelaku dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama
satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Dengan ketentuan ini, hukum
pidana positif mulai memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi terhadap
perbuatan seksual di luar perkawinan yang sebelumnya tidak terjangkau oleh KUHP
lama.

Selain itu, Pasal 412 KUHP baru juga mengatur sanksi terhadap perbuatan hidup
bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Meskipun tidak secara tegas menyebut
hubungan sesama jenis, rumusan pasal ini bersifat umum sehingga berpotensi
diterapkan terhadap pasangan sesama jenis yang hidup bersama layaknya suami istri.
Sanksi yang diancamkan adalah pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana
denda paling banyak kategori II.

Namun demikian, sanksi pidana terhadap overspe/ sesama jenis dalam KUHP
baru tetap memiliki batasan. Pasal 411 dan Pasal 412 dikualifikasikan sebagai delik
aduan absolut, sehingga penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat
pengaduan dari pihak yang dirugikan, seperti suami, istri, orang tua, atau anak. Tanpa
adanya pengaduan tersebut, negara tidak dapat memproses perbuatan tersebut
secara pidana.

Dilihat dari berat ringannya sanksi, ancaman pidana dalam KUHP baru tergolong
ringan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana positif lebih menekankan
perlindungan terhadap institusi keluarga dan ketertiban sosial, bukan semata-mata
penjatuhan hukuman berat kepada pelaku. Dengan demikian, sanksi terhadap
overspel sesama jenis dalam hukum pidana positif bersifat terbatas, baik dari segi
ancaman pidana maupun mekanisme penegakannya.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Overspel/ Yang
Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis

Istilah overspel tidak dikenal secara terminologis dalam hukum pidana Islam
karena berasal dari sistem hukum Barat, khususnya hukum pidana Belanda. Namun
demikian, secara substansial, overspe/ dapat dipahami sebagai bagian dari zina dalam
pengertian khusus, yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah
terikat dalam perkawinan dengan pihak lain di luar ikatan perkawinan yang sah. Dalam
konteks ini, overspel termasuk dalam kategori zina yang dilakukan oleh orang yang
telah berkeluarga, sehingga memiliki implikasi hukum yang lebih berat dibandingkan
zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah (Candra & Nadhiva, 2020).

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, zina adalah hubungan seksual antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak atau belum terikat dalam
perkawinan yang sah tanpa adanya unsur keraguan (syubhat) dalam hubungan
seksual tersebut (Dahlan, 1996). Pengertian ini menegaskan bahwa zina terjadi apabila
perbuatan persetubuhan dilakukan secara sadar, sengaja, dan tanpa adanya dasar
hukum syar’i yang membenarkannya.
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Pendapat tersebut sejalan dengan Neng Djubaedah yang menyatakan bahwa
zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan
seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut syariat
Islam, dilakukan atas dasar suka sama suka, serta tanpa adanya unsur syubhat dari
para pelaku zina tersebut (Djubaedah, 2010). Unsur kesengajaan dan ketiadaan
syubhat menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat
dikualifikasikan sebagai zina dalam hukum pidana Islam.

Wahbah Az-Zuhaili juga memberikan definisi yang lebih teknis dengan
menyatakan bahwa zina, baik secara bahasa maupun istilah hukum, adalah
persetubuhan seorang laki-laki dengan seorang perempuan pada 7arji (vagina) tanpa
adanya kepemilikan atau ikatan perkawinan yang sah, serta tanpa adanya nikah
syubhat (Az-Zuhaili, 2011). Definisi ini menekankan bahwa zina bukan hanya persoalan
moral, tetapi juga pelanggaran hukum syar’i yang memiliki konsekuensi pidana.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, zina bukan sekadar perbuatan dosa
besar, melainkan juga perbuatan yang membawa dampak negatif yang luas terhadap
kehidupan individu dan Masyarakat (Aulia, 2022). Zina dapat merusak kehormatan dan
martabat manusia, menghancurkan tatanan keluarga, mengacaukan nasab keturunan,
serta membuka peluang tersebarnya penyakit kelamin yang membahayakan
kesehatan jasmani (Muslich, 2005). Oleh karena itu, zina dipandang sebagai perbuatan
yang bertentangan dengan nilai moral, kemuliaan akhlak, dan ketertiban social (Al-
Jazari, n.d.).

Konsep zina dalam hukum pidana Islam memiliki cakupan yang jauh lebih luas
dibandingkan dengan konsep zina atau overspe/ dalam Pasal 284 KUHP. Jika KUHP
hanya mengkriminalisasi persetubuhan apabila dilakukan oleh orang yang telah terikat
perkawinan, maka hukum pidana Islam menganggap setiap hubungan seksual di luar
perkawinan yang sah sebagai zina, baik dilakukan oleh orang yang sudah menikah
maupun yang belum menikah (Ishak, 2012). Dengan demikian, overspe/ dalam
perspektif hukum pidana Islam tidak berdiri sebagai perbuatan tersendiri, melainkan
merupakan bagian dari zina dengan kategori tertentu.

Larangan zina ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam
Surah Al-Isra ayat (32):

)7\@:&/9[.:#}5/. Ud\.{m\gdj&\ }/" j

Artinya: “"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk” (Departemen Agama
Republik Indonesia, 2018).

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina itu
sendiri, tetapi juga segala bentuk perbuatan yang mendekati zina, karena zina
dipandang sebagai perbuatan keji yang merusak tatanan kehidupan manusia. Selain
Al-Qur’an, larangan zina juga ditegaskan dalam hadis shahih. Dalam hadis riwayat al-
Bukhari disebutkan:
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Artinya: “Dari Abdullah, ia berkata: Aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW,
dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab: Engkau
menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia-lah yang menciptakanmu.
Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab: Engkau membunuh
anakmu karena takut makan bersamamu. Aku bertanya lagi, kemudian
apa? Beliau menjawab: Engkau berzina dengan istri tetanggamu.”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa zina menempati posisi dosa besar yang
sangat berat dalam Islam, karena tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga
merusak kehormatan individu dan keharmonisan social (Candra & Nadhiva, 2020).
Dalam hukum pidana Islam, pengaturan mengenai zina tidak dapat dipisahkan dari
tujuan pemidanaan (magasid al-'ugibah) yang ingin dicapai oleh syariat. Pemidanaan
dalam Islam bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada
pelaku, melainkan memiliki orientasi perlindungan terhadap kepentingan umum
(maslahah ‘ammah) serta pencegahan terhadap kerusakan sosial (mafsadah). Oleh
karena itu, zina diposisikan sebagai jarimah yang serius karena dampaknya tidak
hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat secara luas.

Tujuan utama pemidanaan zina dalam hukum pidana Islam adalah menjaga
lima tujuan pokok syariat (magasid al-syariah), khususnya menjaga keturunan (Aifz
al-nasl), menjaga kehormatan (A/iz al-'ird), dan menjaga agama (Aifz al-din). Zina
dipandang sebagai ancaman langsung terhadap keturunan yang sah karena dapat
menimbulkan kekacauan nasab, ketidakjelasan garis keturunan, serta rusaknya
struktur keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Oleh sebab itu, Islam menetapkan
sanksi yang tegas terhadap zina sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai
fundamental tersebut (Muslich, 2005).

Selain itu, pemidanaan zina juga bertujuan sebagai sarana pencegahan
(zawajir) agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang sama. Dengan
adanya sanksi yang jelas dan tegas, diharapkan muncul efek jera (deterrent effect)
baik bagi pelaku maupun masyarakat secara umum. Hal ini sejalan dengan pandangan
para ulama figh yang menyatakan bahwa hudud ditetapkan bukan untuk membalas
dendam, melainkan untuk mencegah terulangnya perbuatan yang merusak tatanan
sosial (Al-Jazari, n.d.).

Al-Qur'an secara tegas melarang zina dan memberikan peringatan mengenai
akibat buruk yang ditimbulkannya. Larangan tersebut tidak hanya menyasar perbuatan
zina itu sendiri, tetapi juga segala bentuk perbuatan yang mendekatinya. Hal ini
ditegaskan dalam Surah Al-Isra ayat (32): _

@ P g 2B D) B 155 Y
Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah

suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Departemen
Agama Republik Indonesia, 2018).

$\[&

Ayat ini menunjukkan bahwa zina dipandang sebagai perbuatan yang sangat
tercela (/ahishah) dan memiliki konsekuensi sosial yang buruk (s&a sabild). Oleh
karena itu, Islam tidak hanya mengatur sanksi pidananya, tetapi juga mengatur
larangan-larangan preventif agar masyarakat tidak mendekati perbuatan tersebut.

Akibat hukum zina dalam hukum pidana Islam juga bersifat duniawi dan
ukhrawi. Secara duniawi, pelaku zina dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan
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ketentuan syariat apabila terpenuhi syarat-syarat pembuktiannya. Secara ukhrawi,
zina digolongkan sebagai dosa besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di
hadapan Allah SWT apabila tidak disertai dengan taubat yang sungguh-sungguh. Hal
ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memadukan dimensi hukum dan moral
secara integral.

Pentingnya pencegahan zina juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad
SAW yang menunjukkan dampak sosial dari merebaknya perbuatan zina. Dalam hadis
riwayat Ibnu Majah disebutkan:

ST S gl Sl e ) 1A s LS e g Al gl ]
Artinya: “Tidaklah perbuatan keji (zina) dilakukan pada suatu masyarakat dengan
terang-terangan, kecuali akan tersebar wabah penyakit tha’un (penyakit

mematikan) dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak ada pada orang-
orang dahulu yang telah lewat.” (HR Ibnu Majah: 4019)

Hadis ini menegaskan bahwa zina tidak hanya berdampak pada aspek moral,
tetapi juga membawa akibat kesehatan dan sosial yang nyata dalam kehidupan
masyarakat. Hal ini memperkuat alasan mengapa hukum pidana Islam menetapkan
sanksi yang tegas terhadap perbuatan zina sebagai bentuk perlindungan kolektif.

Dalam konteks pemidanaan, Islam juga menekankan prinsip kehati-hatian
(/htiyat) dalam penjatuhan sanksi zina. Meskipun sanksinya berat, syariat menetapkan
standar pembuktian yang sangat ketat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan
dalam penegakan hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam
menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sekaligus
menjaga kesucian hukum hudud agar tidak disalahgunakan (Rusyd, 2010).

Dengan demikian, tujuan pemidanaan zina dalam hukum pidana Islam tidak
hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Pemidanaan diarahkan
untuk melindungi masyarakat dari kerusakan moral, menjaga kehormatan individu dan
keluarga, serta menciptakan ketertiban sosial yang berlandaskan nilai-nilai syariat.
Pemahaman mengenai tujuan dan akibat hukum zina ini menjadi landasan penting
sebelum membahas lebih lanjut mengenai bentuk dan ketentuan sanksi pidana Islam
terhadap zina, termasuk zina dalam bentuk overspel/ dan overspel sesama jenis.

Dalam hukum pidana Islam, zina diklasifikasikan sebagai jarimah huddd, yaitu
tindak pidana yang jenis perbuatannya, ukuran sanksinya, dan bentuk hukumannya
telah ditetapkan secara tegas oleh syariat. Penetapan zina sebagai jarimah hudud
menunjukkan bahwa perbuatan ini dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap
nilai moral, kehormatan manusia, dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, sanksi zina
tidak diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan manusia, melainkan ditentukan
langsung oleh ketentuan Allah SWT demi menjaga kemaslahatan umat dan mencegah
kerusakan sosial yang lebih luas.

Meskipun zina termasuk dalam kategori jarimah hudud, hukum pidana Islam
tetap menempatkan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam penerapan sanksinya.
Hal ini tercermin dari adanya pembedaan sanksi berdasarkan status pelaku, yaitu
antara zina ghairu muhshan dan zina muhshan. Zina ghairu muhshan adalah zina yang
dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah secara sah, sedangkan zina
muhshan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah
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secara sah dan telah melakukan hubungan suami istri dalam ikatan perkawinan
tersebut. Pembedaan ini didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab moral dan
sosial pelaku, di mana pelaku zina muhshan dipandang telah memiliki jalan yang halal,
tetapi tetap melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat.

Terhadap pelaku zina ghairu muhshan, hukum pidana Islam menetapkan sanksi
berupa hukuman cambuk sebanyak seratus kali. Ketentuan ini ditegaskan secara
eksplisit dalam Al- Qur an Surah An Nur ayat (2):

(wfu\m\u;;dm M;.b—by x;:cuug;j,x%\ij}ud)r“)\

G bl 3 Wl Iie W}&J}w 235 AU S48
Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah

masing-masing dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah rasa belas
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama
Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir; dan hendaklah
pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang
yang beriman” (Departemen Agama Republik Indonesia, 2018).

Ayat ini menunjukkan bahwa sanksi zina tidak hanya bersifat represif terhadap
pelaku, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan edukatif bagi masyarakat, karena
pelaksanaannya disaksikan oleh orang banyak agar menjadi pelajaran dan peringatan
bagi yang lain. Sementara itu, terhadap pelaku zina muhshan, hukum pidana Islam
menetapkan sanksi yang lebih berat, yaitu rajam sampai mati. Dasar hukum sanksi ini
tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tetapi ditetapkan melalui sunnah
Nabi Muhammad SAW dan ijma’ para sahabat. Salah satu hadis yang menjadi landasan
utama sanksi rajam adalah hadis shahih riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai
berikut:

ﬂbcﬁjbmbbgﬁﬁgw\cwﬁ ‘d';’;"j‘:;‘é;bj‘;‘é;bj‘;
e L L de S

Artinya: “Ambillah dariku, ambillah dariku. Sungguh Allah telah memberikan jalan
bagi mereka: yang sudah menikah dengan yang sudah menikah
(berzina) dikenai cambuk seratus kali dan rajam, sedangkan yang belum
menikah dengan yang belum menikah dikenai cambuk seratus kali dan
pengasingan selama satu tahun.”

Hadis ini menegaskan bahwa beratnya sanksi zina muhshan didasarkan pada
pelanggaran yang lebih serius terhadap kesucian perkawinan dan tanggung jawab
moral pelaku. Orang yang telah menikah dipandang telah memiliki sarana yang sah
untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, sehingga perbuatannya dinilai lebih
merusak dan berbahaya bagi tatanan sosial.

Namun demikian, meskipun sanksi zina tergolong berat, hukum pidana Islam
menetapkan syarat pembuktian yang sangat ketat. Zina hanya dapat dibuktikan
melalui pengakuan pelaku yang dilakukan secara sadar dan berulang sebanyak empat
kali, atau melalui kesaksian empat orang saksi laki-laki yang adil yang menyaksikan
secara langsung terjadinya perbuatan zina tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk
mencegah terjadinya fitnah, tuduhan palsu, dan kesewenang-wenangan dalam
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penerapan hukum hudud, sekaligus menjaga kehormatan dan hak asasi manusia
(Rusyd, 2010).

Apabila syarat pembuktian hudud tidak terpenuhi, maka sanksi Audud tidak
dapat dijatuhkan. Dalam kondisi demikian, hukum pidana Islam memberikan ruang
bagi penerapan sanksi taZir, yaitu sanksi yang bentuk dan ukurannya diserahkan
kepada kebijakan hakim atau penguasa. Sanksi taZir dapat berupa nasihat, teguran,
denda, penjara, atau bentuk hukuman lain yang dipandang mampu memberikan efek
jera dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Keberadaan sanksi {azir menunjukkan
fleksibilitas hukum pidana Islam dalam merespons perbuatan zina tanpa mengabaikan
prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Dalam kaitannya dengan overspel, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang
telah terikat perkawinan, hukum pidana Islam secara normatif mengkualifikasikannya
sebagai zina muhshan. Oleh karena itu, sanksi yang dikenakan terhadap pelaku
overspeladalah sanksi hudud berupa rajam apabila terpenuhi seluruh unsur dan syarat
pembuktiannya. Namun, apabila unsur hudud tidak terpenuhi, pelaku overspel tetap
dapat dijatuhi sanksi taZir sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dan upaya
menjaga ketertiban serta kehormatan keluarga dan masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, overspel/ yang dilakukan oleh pasangan
sesama jenis dipandang sebagai perbuatan jarimah yang serius karena tidak hanya
melanggar kesucian ikatan perkawinan, tetapi juga bertentangan dengan fitrah
manusia dan tujuan syariat Islam. Hukum pidana Islam tidak membatasi larangan
perbuatan seksual hanya berdasarkan jenis kelamin pelaku, melainkan menilai
perbuatan tersebut dari aspek kesesuaiannya dengan ketentuan syariat (Rangkuti et
al., 2026). Oleh karena itu, hubungan seksual sesama jenis, baik dilakukan oleh orang
yang telah menikah maupun belum menikah, tetap termasuk dalam perbuatan yang
dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana Islam (Muslich, 2005).

Dalam figh jinayah, hubungan seksual sesama jenis laki-laki dikenal dengan
istilah /iwat, sedangkan hubungan seksual sesama jenis perempuan dikenal dengan
istilah musahagah atau sihag. Mayoritas ulama sepakat bahwa kedua perbuatan
tersebut adalah haram dan termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan tujuan
syariat dalam menjaga kehormatan (Aifz al-ird) dan keturunan (hifz al-nasl) (Az-
Zuhaili, 2011). Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang telah terikat
dalam perkawinan yang sah, maka perbuatan tersebut mengandung dua unsur
pelanggaran sekaligus, vyaitu pelanggaran terhadap ikatan perkawinan dan
pelanggaran terhadap larangan syariat mengenai hubungan seksual sesama jenis
(Ishak, 2012).

Larangan terhadap perbuatan /iwat ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur’an
melalui kisah kaum Nabi Luth AS. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-A’raf ayat (80—
81):

531 20 @ Galad 23 a5 2 b 1S G ABs G 0358 3@ J6 31 s
B O3a 238 28T o e 035 05 55 Js)

Artinya: “(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika
dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan

keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di

dunia ini? Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk
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melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah
kaum yang melampaui batas.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan seksual sesama jenis laki-laki
dipandang sebagai perbuatan fahishah (keji) dan bentuk penyimpangan yang serius
dari ketentuan syariat Islam (Al-Jazari, n.d.). Selain Al-Qur'an, larangan liwat juga
ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah

disebutkan:
o Jprally ol BEG b o33 e asg 480sg 2
Artinya: “Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka
bunuhlah pelakunya dan orang yang diperlakukan demikian.” (HR. Ibnu
Majah)

Hadis ini dijadikan dasar oleh sebagian ulama, seperti Imam Malik dan Imam
Ahmad bin Hanbal, untuk menetapkan sanksi yang berat terhadap pelaku /wat.
Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jenis sanksi yang
dikenakan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa /iwattidak disamakan dengan zina,
sehingga tidak dikenai sanksi hudud zina, melainkan dikenai sanksi ta’zir sesuai
kebijakan hakim (Rusyd, 2010).

Adapun terhadap perbuatan musahagah (hubungan seksual sesama jenis
perempuan), mayoritas ulama sepakat bahwa perbuatan tersebut haram dan termasuk
perbuatan maksiat. Namun, karena tidak memenuhi unsur zina secara teknis, sanksi
yang dikenakan bukanlah hudud, melainkan ¢aZir. Hakim diberikan kewenangan untuk
menjatuhkan sanksi yang dianggap mampu memberikan efek jera dan mencegah
terulangnya perbuatan tersebut, dengan tetap mempertimbangkan kondisi pelaku dan
dampak sosial yang ditimbulkan (Muslich, 2005).

Dalam konteks overspel/ sesama jenis, yaitu apabila salah satu pelaku telah
terikat dalam perkawinan yang sah, hukum pidana Islam memandang perbuatan
tersebut sebagai jarimah yang memiliki bobot pelanggaran lebih berat. Selain
melanggar larangan liwat atau musahagah, pelaku juga telah mengkhianati ikatan
perkawinan yang sah. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama
mengenai jenis sanksi hudud yang diterapkan, pelaku overspe/ sesama jenis tetap
dapat dikenai sanksi {aZzir yang berat sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi
perkawinan dan ketertiban masyarakat (Ishak, 2012).

Berdasarkan teori akibat hukum, setiap perbuatan yang bertentangan dengan
ketentuan syariat Islam menimbulkan konsekuensi yuridis yang melekat pada
pelakunya. Dalam konteks overspel/ sesama jenis, akibat hukum tidak hanya timbul
dari pelanggaran terhadap ikatan perkawinan, tetapi juga dari pelanggaran terhadap
larangan syariat mengenai hubungan seksual yang menyimpang. Perbuatan tersebut
menempatkan pelaku sebagai subjek jarimah dalam hukum pidana Islam, sehingga
membuka kemungkinan dikenakannya sanksi pidana sesuai dengan klasifikasi
perbuatannya dalam figh jinayah. Akibat hukum ini mencakup dimulainya proses
penegakan hukum pidana Islam, penilaian terhadap unsur-unsur jarimah, serta
penentuan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim berdasarkan tingkat
kesalahan dan dampak sosial yang ditimbulkan (Mertokusumo, 2016).

Dalam hukum pidana Islam, akibat hukum dari zina dan penyimpangan seksual
tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial. Perbuatan overspe/ sesama jenis
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dipandang merusak kehormatan keluarga, mengganggu ketertiban masyarakat, serta
mengancam tujuan syariat dalam menjaga keturunan (Aifz al-nasl) dan kehormatan
(hifz al-'ird). Oleh karena itu, akibat hukum yang timbul tidak semata-mata berupa
penderitaan bagi pelaku, tetapi juga menjadi dasar legitimasi bagi negara atau
penguasa untuk menjatuhkan sanksi demi menjaga kemaslahatan umum. Hal ini
sejalan dengan pandangan bahwa hukum pidana Islam berorientasi pada perlindungan
nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat, bukan sekadar pembalasan (Muslich, 2005).

Ditinjau dari teori sanksi pidana, hukum pidana Islam membedakan bentuk
hukuman berdasarkan jenis dan tingkat jarimah. Sanksi pidana dalam Islam terdiri atas
hudud, gisas-diyat, dan tazir. Untuk perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan
perempuan di luar perkawinan, sanksi hudud telah ditentukan secara tegas dalam Al-
Qur'an dan Sunnah. Namun, dalam kasus overspe/ sesama jenis, para ulama berbeda
pendapat mengenai pengkualifikasiannya sebagai zina atau jarimah tersendiri, seperti
liwat bagi hubungan sesama jenis laki-laki dan musahagah bagi hubungan sesama
jenis perempuan. Perbedaan ini berimplikasi langsung pada jenis sanksi pidana yang
dijatuhkan, apakah berupa Audud atau tazir (Audah, 2008).

Apabila overspel sesama jenis dikualifikasikan sebagai //wat, sebagian ulama
berpendapat bahwa perbuatan tersebut dikenai sanksi Audud yang berat, dengan
mendasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW tentang hukuman terhadap pelaku
perbuatan kaum Nabi Luth. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa karena tidak
terdapat ketentuan hudud yang secara eksplisit dan mutlak dalam Al-Qur‘an mengenai
liwat, maka sanksi yang lebih tepat adalah {aZir. Dalam konteks ini, hakim memiliki
kewenangan untuk menentukan jenis dan berat sanksi berdasarkan tingkat
kemudaratan, kondisi pelaku, serta dampak yang ditimbulkan terhadap keluarga dan
masyarakat (Az-Zuhaili, 2011).

Dalam kerangka teori sanksi pidana, tazir memiliki fleksibilitas yang
memungkinkan penegakan hukum pidana Islam tetap relevan dengan konteks sosial.
Overspel sesama jenis, khususnya apabila dilakukan oleh pihak yang telah menikah,
dapat dikenai sanksi faZziryang lebih berat dibandingkan pelaku yang belum menikah,
karena perbuatan tersebut mengandung unsur pengkhianatan terhadap ikatan
perkawinan yang sah. Sanksi {aZir dapat berupa hukuman fisik yang tidak melampaui
batas Audud, pembatasan kebebasan, atau sanksi sosial yang bertujuan memberikan
efek jera dan memperbaiki perilaku pelaku. Tujuan utama sanksi tersebut adalah
menjaga moral masyarakat dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di kemudian
hari (Syarifudin, 2003).

Dengan demikian, berdasarkan teori akibat hukum dan sanksi pidana, overspe/
sesama jenis dalam hukum pidana Islam menimbulkan konsekuensi yuridis yang serius
baik bagi pelaku maupun tatanan sosial. Akibat hukum berupa penetapan status
pelaku sebagai subjek jarimah menjadi dasar legitimasi pemberian sanksi pidana,
sementara sanksi pidana itu sendiri diarahkan untuk menjaga kemaslahatan,
kehormatan, dan ketertiban masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum
pidana Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan korektif, sehingga
mampu memberikan landasan normatif yang kuat dalam menanggapi fenomena
overspel sesama jenis.

Sementara itu, dalam hukum pidana positif akibat hukum dari perbuatan
overspel sesama jenis mengalami pergeseran seiring perubahan pengaturan dalam
KUHP. Dalam KUHP lama, perzinaan diatur dalam Pasal 284 yang secara limitatif hanya
mempidana persetubuhan antara laki-laki dan perempuan apabila salah satu atau
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kedua pelaku telah terikat perkawinan. Akibatnya, perbuatan overspe/ sesama jenis
tidak menimbulkan akibat hukum pidana karena tidak memenuhi unsur perzinaan
sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, meskipun perbuatan itu dapat
menimbulkan dampak sosial dan rumah tangga, seperti perceraian atau konflik
keluarga.

Pengaturan tersebut berubah dalam KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2023. Pasal 411 KUHP baru merumuskan zina sebagai persetubuhan yang
dilakukan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, tanpa secara tegas
membedakan jenis kelamin pelaku. Akibat hukum dari ketentuan ini adalah terbukanya
kemungkinan pemidanaan terhadap overspe/ sesama jenis, sepanjang perbuatan
tersebut memenuhi unsur persetubuhan dan adanya pengaduan dari pihak yang
berhak. Meskipun demikian, perzinaan tetap dikualifikasikan sebagai delik aduan
absolut, sehingga penegakan hukumnya bergantung pada pengaduan suami, istri,
orang tua, atau anak.

Dari sisi sanksi pidana, KUHP baru mengancam pelaku zina dengan pidana
penjara paling lama satu tahun atau pidana denda. Sanksi ini menunjukkan bahwa
hukum pidana positif memandang perzinaan, termasuk overspel sesama jenis, sebagai
pelanggaran kesusilaan yang relatif ringan dan lebih berorientasi pada perlindungan
institusi keluarga daripada penegakan moral secara absolut. Dengan demikian,
pendekatan hukum pidana positif terhadap overspe/sesama jenis bersifat terbatas dan
kompromistis, berbeda dengan hukum pidana Islam yang memberikan konsekuensi
hukum lebih tegas terhadap perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, dapat
disimpulkan bahwa overspe/ sesama jenis dipandang sebagai perbuatan yang
melanggar norma hukum dan kesusilaan, meskipun keduanya memiliki pendekatan
yang berbeda. Hukum pidana Islam menilai perbuatan tersebut sebagai jarimah karena
bertentangan dengan syariat, tujuan pemeliharaan kehormatan dan keturunan, serta
dapat dikenai sanksi pidana berupa hudud atau ta’zir tergantung pada kualifikasi
perbuatan dan pembuktiannya. Sementara itu, hukum pidana positif, khususnya
melalui KUHP baru, mulai memberikan dasar pemidanaan terhadap perbuatan seksual
di luar perkawinan, termasuk yang berpotensi mencakup overspe/ sesama jenis,
namun dengan sanksi yang relatif ringan dan mekanisme delik aduan absolut.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam menempatkan aspek moral
dan kemaslahatan sosial sebagai dasar utama pemidanaan, sedangkan hukum pidana
positif lebih menekankan pada perlindungan institusi keluarga dan kepastian hukum,
sehingga keduanya dapat dipahami sebagai dua sistem hukum yang memiliki tujuan
sama dalam menjaga ketertiban sosial, tetapi berbeda dalam tingkat ketegasan dan
filosofi pemidanaannya.

CONCLUSION

Ketentuan overspe/ menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam,
dapat disimpulkan bahwa pengaturannya menunjukkan perbedaan yang prinsipil.
Dalam hukum pidana positif Indonesia, ketentuan overspe/ pada KUHP lama diatur
dalam Pasal 284 KUHP yang secara tegas hanya mengkriminalisasi persetubuhan
antara laki-laki dan perempuan apabila salah satu atau keduanya telah terikat dalam
perkawinan yang sah, sehingga perbuatan overspe/sesama jenis tidak termasuk dalam
cakupan tindak pidana. Namun, ketentuan tersebut mengalami perubahan dalam
KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 411 ayat (1)
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KUHP baru merumuskan zina sebagai persetubuhan dengan orang yang bukan suami
atau istrinya, tanpa membedakan jenis kelamin pelaku. Dengan rumusan ini, overspel,
termasuk yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis, secara normatif dapat dipidana
sepanjang memenuhi unsur persetubuhan dan adanya pengaduan sebagaimana diatur
dalam Pasal 411 ayat (2) sampai ayat (4). Selain itu, Pasal 412 KUHP baru mengatur
larangan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, yang juga berpotensi
dikenakan terhadap pasangan sesama jenis. Sementara itu, dalam hukum pidana
Islam, overspel tidak dikenal sebagai istilah tersendiri, melainkan dipahami sebagai
bagian dari zina, yaitu setiap hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, sehingga
cakupannya jauh lebih luas dibandingkan hukum pidana positif.

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku overspe/ yang
dilakukan oleh pasangan sesama jenis, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam
memandang perbuatan tersebut sebagai jarimah yang serius. Hubungan seksual
sesama jenis laki-laki dikualifikasikan sebagai liwat, sedangkan sesama jenis
perempuan sebagai musahaqgah. Mayoritas ulama sepakat bahwa kedua perbuatan
tersebut adalah haram dan termasuk dosa besar karena bertentangan dengan tujuan
syariat, khususnya menjaga kehormatan (hifz al-'ird) dan keturunan (hifz al-nasl).
Sanksi bagi perbuatan tersebut diperselisihkan di kalangan ulama: sebagian ulama
memandang liwat dapat dikenai sanksi hudud yang berat, sedangkan pendapat lain
menetapkan sanksi ta’zir karena tidak adanya ketentuan hudud yang eksplisit dalam
Al-Qur’an. Dalam konteks overspel/ sesama jenis, yaitu apabila pelaku telah terikat
perkawinan yang sah, perbuatan tersebut dinilai lebih berat karena mengandung unsur
pengkhianatan terhadap ikatan perkawinan. Oleh karena itu, meskipun sanksi hudud
mensyaratkan pembuktian yang sangat ketat, hukum pidana Islam tetap memberikan
dasar penjatuhan sanksi taZir yang tegas sebagai bentuk perlindungan terhadap
institusi perkawinan, moral masyarakat, dan kemaslahatan umum.
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